BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :a. bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah
tanggal 31 Mei 2016 nomor 180/0009641 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Daearah Kabupaten Tegal, maka
perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan  Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4761);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
Tahun 1985 Nomor 35) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 50);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2012 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014
Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 81) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tegal Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 60);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Menetapkan

dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor
100), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan konsideran huruf c diubah sebagai berikut :
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan ;

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 53

(1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas negara.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI TEGAL,
Cap.Ttd
ENTHUS SUSMONO
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
Cap.Ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (8/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAHKABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM.

Dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, perlu pengaturan penyelenggaraan
kepariwisataan di daerah, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

Peraturan Daerah  tersebut dimaksudkan untuk lebih
mempertegas penyelenggaraan kepariwisataan di daerah sehingga
masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah
peraturan mengenai usaha pariwisata Kabupaten Tegal dan masyarakat
pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan
mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi
bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan
terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karekteristik Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor :
180/0009641 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan hasil
klarifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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